BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
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3. Pada Dinas Perhubungan Kota Padang juga melakukan pengawasan dalam
kepatuhan angkutan kota khususnya angkot dalam pembuatan dan
perpanjangan Kartu Pengawas (KP) dan adanya sanksi bagi pelanggar
angkutan kota yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dan Undang- ?dang yang berlaku di Indonesia.
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Pemlllk aqgkutan kota k‘husuanya 'angkot_manju'nkan aw danat bekerjasama

dengan baik dengan plhak Dinas Pe’nllbungan kota Padang terkait pelaksanaan
pembuatan dan perpanjangan kartu pengawas (KP), karena dalam pelaksanaan
pengawas Yyang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat terhadap
kendaraan angkot dan akan dipastikan kendaraan angkot harus memiliki dokumen

perizinan pada setiap kendaraan angkot yang sudah ditentukan oleh Peraturan



Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tantang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri
Pehubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
jalan dengan kendaraan umum. Sudah semestinya pemilik angkutan umum harus
menaati peraturan-peraturan yang ada. Alangkah baiknya pemilik angkutan

memberikan saran atau keluhan kepada Dinas Perhubungan Kota Padang
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